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Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah bersama Bupati Bener
Meriah telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK Bener
Meriah Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 903-04 Tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013 Tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Qanun Tentang APBK Bener Meriah Tahun
Anggaran 2013 dan Rencangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang
Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3312)sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4351); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali berubah dengan Undag-
undang Nomor 12 tahun 2008 dan perubahan kedua Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104); Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



STATUS:

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2012 atas perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Nomor 13 tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 310); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 32 tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 508);

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 09 Januari 2013.



